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KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan yang baik ini, kami menghaturkan puji syukur ke

hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya Laporan Awal

(Progress Report) pengkajian mengenai Penyusunan Kajian

Penyelenggaraan Ketertiban lJmum, Ketentraman Masyarakat Dan

Penegakan Peraturan Daerah. Hanya melalui karunia dan kasih-Nya maka

Pengkajian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya yang diharapkan.

Laporan Awal (Progress Report) ini menginformasikan mengenai hasil

permulaan pengkajian secara keilmuan. Pengkajian ini merupakan realisas!

program pengembarrgan hukum antara Bapeko Kota Surabaya dengan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Laporan (Progress Report) ini secara substansial menyajikan hasil

pelaksanaan pengkajian tentang permasalahan hukum mengenai

Penyusunan Kojion Penyelenggoraan Ketertiban Umumi, Ketentraman

Masyarokat Dan Penegakon Peraturan Daerah. Berbagai kendala normatif

dan temuan empiris yang dihasilkan dalam pengkajian ini dapat menjadi

masukan penting untuk melakukan penrbenahan kebijakan pelayanan publik

di Pemerinrah Kora Surabaya terutama Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan demikian dapat diketengahkan bahwa naskah Laporan Awal

ini pada prinsipnya adatah sebagaisatu kesatuan pengkajian masalah hukum

Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan publik yang hasilnya telah
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a

memberikan pemahanlan publik tentang betapa pentingnya memberikan

perhatian kapada aspek Standard )perational Procedure (SOP). Obyek dan

tema pengkajian sejenis harus terus dikembangkan dalam kerangka kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya ke depan.

Tim Pengkaiian menyadari sepenuhnya bahwa hasil pengkajian ini

tentunya belum sempurna dan dapat mengundang banyak tanggapan dari

berbagai pihak. Kami selalu berharap dengan sepenuh hati bahwa akan ada

tanggapan terhadap hasil pengkajian ini untuk menjadi bahan

penyernpurnaan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, sehingga

kegiatan pengkajian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Surabaya, 20 Oktober 20 i2

T'im Pengkajian

Dr Suparto Wijoyo
dan
Tim Bapeko Surabaya
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BAB I

PENDAHULUAN

l. Latar Belakang Masalah

Satuan Satpol PP Pamong Praia [(satpol PP) dapat dikonsepsikan sebagai

pilar dasa r ("bosic-point") negara hukum ("rechtsstoot'J sebagai bagian integral

institusi penegakan hukum ("law enforcement'). Lembaga Satpol PP menjadi sangat

sentral dalam konstalasi negara hukum untuk melakukan peningkatan kesadaran

dan penaatan hukum dalam suatu masyarakat.l Satpol PP semakin penting artinya

bagi terciptanya ketenteraman dan ketertiban sosial ("social order") yang menjadi

prasyarat utama terbangunnya masyarakat madar-ri ("civil society")' Negara modern

dan masyarakat madani yang berperadaban membutuhkan kelembagaan Satpol PP

yang kuat dan taat asas dalam pengamanan serta pengayoman warga negara' Ini

adalah suatu kenyataan yang ideal betapa Satpol PP telah mendudukan posisinya

sebagai komponen bernegara yang mencerminkan kualitas warga masyarakat yang

dilindunginYa'

Namun terdapat suatu realitas yang sungguh bertentangan di lapangan

dimana Satpol PP terkadang dipersepsi tidak profesional' Terdapat sindiran publik

yang menyejutkan bahwa 6870 mereka beranggapan Satpol PP berkinerja kurang

baik2 dan tidak dapat mengemban amanat yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah' Bahkan terdapat pula anekdot-

anekdot yang menggelisahkan kita semua yang telah berbuat penuh pengabdian

sebagai Satpol PP. Munculnya sinisme terhadap jajaran Satpol PP secara umum yang

bersinggungan dengan Satpol PP semisal 
,,Satpol PP cepek,, dan ,,Si arogan,,

lSuParto WiioYo, Masa DePan

Konferensi Nasional Hukum Lingkungan

Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 12-13 April

'tbid.

Penegakan Hukum Lingkungan' .Bahan
BenryJwasan Budaya, Kementerian Negara

2007.

1



merupakan kosakata yang sangat mengganggu pembangunan kinerja Satpol PP'

Potret buram yang mewarnai kehidupan Satpol PP membutuhkan langkah strategis

untuk memulihkan ke dalam kerangka besar meningkatkan kinerja Satpol PP sesuai

dengan fungsinya sebagai penyelenggoro ketertiban umum, ketenteraman

masyarakat dan penegak peraturan daerah'3

Memang menghapuskan kecenderungan bertindak kolutif, atau sekedar

menghapu s stereotipe tampaknya sulit. Salah satu cara terbaik adalah membangun

masyarakat yang berempati terhadap tugas berat Satpol PP. Benar, sudah menjadi

konsekuaensi Satpol PP untuk menanggung resiko terancamnya kesehatan maupun

menanggung teriknya sinar matahari, guyuran hujan maupun dinginnya udara di

dalam dan pagi hari. Namun, clengan adanya empati masyarakat, akan tercipra

kenyamanan Publik-a

Satpol PP bahkan telah dibuatkan regulasi nasional Peraturon Pemerintah No'

6 Tahun 2010 tentong Satuon Polisi Pamong Praia secara futuristik untuk

pembangunan kepercayaan (trust'building). Melalui pembangunan kepercayaan

publik, maka Satpol PP akan memperoleh legitimasi bagi penyelenggaraan kinerja

yang proflesional. Dengan kepercayaan akan tumbuh rasa hormat kepada Satpol PP'

t Ada anekdot tentang hal ini d icontohkan dengan Polisi Yang secara tematis

sebaga imana diceritakan dalam Suparto Wijoyo, Laku Lika-liku llmu Hukum, Airlangga

Univers ity Press, SurabaYa, 2005, h. 127. Di sebuah nega ra sedang berlangsung

konferensi yang bertoPik "Cara Menentukan Usia Mumi" Pada konferensi itu

dipraktekkan cara menentukan us ia mumi. SamPai konferensi akan ditutuP, belum

satupun pakar Yang hadir bisa menentukan usia mumi' Tiba-tiba seorang Peserta berdiri

sambil mengangkat tang an melakukan interuPsi "Beri kami kesem pata n sekitar 15

menit". Kemudian PimPina n sidang menangguhka n sejenak. Benar, setelah waktu 15

menit berlalu, Peserta itu m emasuki ruang sidang Pimpinan sidang segera memberikan

kesempatan kePada Peserta itu untuk memberikan Penj elasan: "Sekarang kami sudah

mengetahui beraPa usia mum i itu", ujarnya. Para Peserta konferensi terhenYak gemPar,

serentak bertanYa: "BeraPa umurnya ?;. "sekitar 350 tahun, tepatnYa 356 atau 357

tahun", jawabnya mantap Can meyakinkan sambil diikuti tePuk tangan me mbahana dari

jel
da

undang Pertanyaan Peserta "Dari mana
peserta lain. Penemuan itu as meng

pengetahuan itu anda Peroleh n bagaimana caranya?", tanya PimPina n sidang. "Oh

, itu soal mudah. lvlumi itu saYa Pukul bertalu-talu samPai akhirnya me ngaku", jawab

peserta yang ternyata dari lndonesia dan sehari-harinYa bekerj a sebagai anggota Polisi.

Lihat Republika, Waiah Polisidan Anekdot tJsia Mumi, 2 Juli 1997
oYudi Sushariyanto (Brigjen Pol), Mewuiudkan

Polri, Jakarta, 2006., h. 79

2

Polantas Masa Depan, Ditlantas
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Pada gilirannya rasa hormat itu akan menumbuhkan kesadaran untuk mentaati

segala peraturan daerah. Kepatuhan terhadap peraturan daerah akan menjadi

sumbangan yang tidak kecil artinya dalam mengurangi praktek-praktek

penyalahgunaan wewenang dalam skala besar's

Tidak ada Satpol PP yang suka disuap atau dianggap arogan, bila tidak ada

anggota masyarakat yang suka menghina. Berbagai persoalan di lapangan sangat

ditentukan oleh intensitas l<ebersamaan masyarakat dengan Satpol PP dalam

mengatasi masalah-masalah menyimpang yang meresahkan masyarakat' Dengan

kata lain, masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum

sehingga memudahkan aparat melakukan tugasnya' 0leh karena itu hubungan

Satpol PP dengan masyarakat harus terjalin baik, saling bantu' Satpol PP tidak akan

mampu menjalankan fungsinya bila publik bersikap acuh tak acuh, apalagi alergi

dengan Satpol PP. Sebaliknya, masyarakat tidak akan dapat merasa tentram iika

Satpol PP dibiarkan.dalam kondisi kurang profesional. Jadi, sekali lagi, partisipasi

aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan Satpol PP'

Fakta dan informasi tersebut pada dasarnya ingin menggambarkan dan

mereprensentasikan cara kerja Satpol PP (lnclonesia) terutama Satpol PP Daerah

dalam melal<ukan kampanye kesadaran dan penegakan hukum musti profesional

sehingga tidak ada lagi ejekan "satpol PP cepek" sebagaimana disuarakan awam'

Herbert L. Packer sebagai pakar hukum pidana dan kriminologi terkemuka dunia

pun mencatat: Adalah berbahaya jika satuan polisi bertindak tidak sesuai'dengan

standar profesi.6 Disinilah betapa pentingnya

Procedure [S0P).

membuat Standard OPerationol

Pelaksanaan tugas yang tidak profesional diprediksi akan mengandung

kelemahan bagi pengembangan kinerja Satpol PP maupun dalam rangka

kepentingan perlindungan hak asasi manusia (HAMI. Kelemahan yang cukup

uYudi Sushariyanto (Brigjen Pol), op'clt' h' 79'
6Herbert L. packer, The Limits'oi tn" Criminal Sanction, Stanford University

Press, Standford, California, h. 189.
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fenomenal menjadi sorotan publik ialah "arogansi" yang acapkali meniadi "rahasia

umum". Akibatnya sering ada apatisme dan sarkatisme bahwa Satpol PP Daerah

berbuat yang dampaknya merugikan "iustisiabelen" (pencari keadilanJ' Tidak

mustahil, publik yang sudah mengenal konsepsi "good governance" secara

spekulatif bertindak yang kurang menguntungkan bagi Satpol PP yang akan

menambah hitam wajah hukum kita.7

2, Ruang LingkuP

Bertumpu pada lotar belokang masaloh tersebut dapat diketengahkan bahwa

batasan yang menunjukkan ruang lingkup ("scopping") pengkajian ini adalah

analisis kritis yang berkenaan dengan:

Konsepsi mengenai profesionalisme Satpol PP dalom koitonnya dengan

kineriasotpol PP' 
esuai dengan kineria

Deskripsi mengenai profesionalisme Satpol PP saat ini s

Satpol PP.

Faktor-foktor yang m empengaruhi tingkat. profesionalisme Satpol P P "

Standard )perationol Proceclure (S0P) yang diperlukon untuk memant'opkan

profesionalismeSatpolPPgunomeningkatkankinerjasatpolPP.

3. Permasalahan dan Persoalan

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dapatlah dirumuskan

permasalahan pentin g ("the great problem") yang menjadi fokus pengkaiian ini'

yaitu: Bagainranakah Memantapkan Profesionalisme Sotpol PP Guna

Mewuiudkan Kineria satpol PP? Permasalahan esensial ini telah melahirkan

TBandingkan Forum Keadilan, Laporan Hitam Wajah Hukum, No. 17' Maret

0.

b.

c.

d

4

r 
":r'i 

r

1990, h. 106-107

\



beberapa persoalan yang menjadi dan menunjukkan batas ruang pengkajian dalam

penulisan Kaiian ini:

a. Bagoimanakah konsepsi mengenai profesionalisme Satpol PP dalam

koitannya dengan kineria Satpol PP?

b. Apakah profesionalisme Satpol PP saat ini sesuai dengan kineria Satpol

PP?

c. Faktor-faktor apa saiakah yong mempengaruhi profesionalisme Satpol

PP?

d. standard operational Procedure (SOP) mocam apakoh yang diperlukon

untuk memantqpkan prafesionalisme satpol PP guna meningkatkan

kinerja Satpol PP?

Keempat persoalan [ersebut harus dijawab terlebih dahulu untuk dapat

menjawab permasalahan utama yang berupa pertanyaan mengenai S0P

memantapkan profesionolisme Satpol PP guna meningkatkan kineria Satpol PP'

Dengan demikian dalam penulisan Kajian ini perntasalahan substansial tersebut

akan dianalisis melalui pengkajian terhadap persoalan yang dirumuskan' Hal ini

dilakukan dengan harapan solutif akan terselesaikannya semua persoalan yang ada

sehingga mampu menjawab permasalahan utama penelaahan yang diketengahkan

sebagai langkah nyata membangun strategi memantapkan profesionalisme Satpol

PP guna meningkatkan kinerja Satpol PP. Langkah ini ditempuh sesuai dengan pola

berpikir yang runtut dan runtun sebagai ciri dasar berpikir ilmiah'

4. Maksud dan Tuiuan

Maksud dan tujuan dari penulisan Kajian ini terbagi dalam aspek teoritis dan

praktis. Secara teoritis maksud dan tujuan penulisan Kajian ini adalah untuk:

5
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a

b

Menetapkan konsepsi profesionalisme Satpol PP dalam rangka

mengembangkan ilmu Satpol PP sesuai dengan dinamika kemasyarakat

("social change").

Memberikan kontribusi keilmuan mengenai strategi memantapkan

profesionalisme Satpol PP guna mewujudkan kinerja Satpol PP sebagai pilar

r ("the key point") penegakan hukum peraturan daerah'

Mewujudkan kinerja Satpol PP yang profesional secara ilmiah ("scientific

mind") dalam mengemban tupoksi Satpol PP sesuai dengan cita dasar

Satpol PP dalam mengembangkan ketertibon umum, ketentraman

masyarakat don penegokan peraturan daerah'

Bagi lembaga Satpol PP terutama Satpol PP Kota Surabaya, maka Kajian ini

dapat menjadi panduan aparatur Satpol PP dalam rnenjalankan tugas-tugas

dan kewajibal fungsional guna mengemban amanat mewujdukan kinerja

Satpol PP secara nYata.

Bagi pemerintah tentu saja hasil pengkajian dalam Kajian ini dapat

digunakan sebagai bagian dari bahan evaluasi kinerja Satpol PP untuk

mengawal kinerja Satpol PP ke depan yang lebih profesicnal'

Bagi masyarakat diharapkan hasil pengkajian ini menjadi bahan rujukan

untuk mendapatkan layanan publik ("public services") yang profesional dari

Satpol PP sesuai dengan kinerja Satpol PP'

c

Adapun maksud dan tujuan praktis dari penulisan Kajian ini berkaitan

dengan hasll analisis yang tertuang dalam kesimpulan dan rekomendasi Kajian'

Kesimpulan dan rekomendasi Kajian termaksud secara praktis akan memiliki fungsi

penting, antara lain:

a.

C

Untuk itulah makna praktis dari pengkajian ini adalah bahwa maksud dan

tujuan Kajian ini merupakan referensi yang berbasis keilmuan bagi aparatur Satpol

PP, masyarakat, maupun pemerintah secara luas dalam rangka memantapkan

profesionalisme Satpol PP penyelenggara ketertiban umttm, ketenffaman

6
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masyarakat dan penegakan peraturon daeroh. Hat ini berarti bahwa Kaiian ini dapat

bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan untuk menetapkan S0P memantapkan

profesionalisme Satpol PP guna mewujudkan kinerja Satpol PP sesuai dengan

semangat 9 ood governance.

5. Metode dan Pendekatan

Pengkajian tentang Penyusunan Kaiian Penyelenggaraan Ketertiban Umum'

Ketentraman Mosyarakat dan Penegakan Peroturan Daerah ini merupakan

pengkajian konseptual yang menggabungkan metode hukum normatif dan empiris

atau sosiologls sekaligus. Dengan pendekatan normatif dan empiris dikandung

maksud bahwa pengkajian ini tidak hanya berkutat pada dimensi "aturon yong

abstraktif' yang berupa peraturan perundang-undang malainkan juga bersisi

"realistis" sesuai dengan pandangan publik ("public opinion") terhadap aparatur

Satpol PP. Dengan pendekatan demikian, pengkajian ini hendak mengupayakan

suatu penelaahan yasng tidak tercerabut dari realitas sosialnya (kontekstuai)'B

ssebagai suatu pengkajian yang baik tentu harus terus dilakukan' Tema-tema

demikian acapkali dibincangkan dalam formulasi hukum sebagai realitas sosial' Untuk

hal ini dapat dibaca dalam Soetandyo Wignioto"broto, Hukum, Metode dan Dinamika

Masatahnya, Elsam dan Huma, Jakarta,-ZbOZ, h. 139-179. lni merupakan ruiukan

penting dalam studi-studi ilmu hukum yrng menyangkut suatu penelitian hukum di

kalangan kampus.

1

Maka secara fundamental dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengkajian

ini berupaya untuk melakukan inventarisasi kebijakan maupun hukum positif yang

tertuang dalam perangkat peraturan perundang-undangan (the regulations") dan

asas-asas hukum di bidang kinerja Satpol PP. Di samping itu, juga berupaya untuk

menemukan soP Satpol PP in concreto untuk selanjutnya dilakukan langkah

sinkronisasi antar perangkat aturan hukum Satpol PP. Dengan pengkajian hukum

1



normatif dilakukan srudi mendalam rerhadap kebijakan di bidang Satpol PP untuk

membangun suatu bangunan sistem hukum Satpol PP secara terbuka'e

Dalam pengkajian ini juga dilakukan penelaahan secara empiris dengan

melakukan pengkajian hukum sosiologis. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa

pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bekerjanya kebifakan di bidang

Satpol PP secara nyata di lapangan. 0leh karena itulah pengkajian ini dilaksanakan

dalam rangka berupaya untuk memahami semua realitas sosial berlakunya hukum

yang ada di lapangan tentang penaatan dalam bidang Satpol PP' Untuk itulah

pengkajian ini yang memiliki dimensi hukum (normatif-sosiologis) bermaksud

untuk mempelajari secara nyata mengenai bekerjanya hukum Satpol PP di lapangan

sebagai realitas empiris yang harus terus ditelaah semua lini Satpol PP'

Dalam hal ini dipandang bahwa SOP Satpol PP merupakan suatu panduan

sosial yang dikaitkan secara nyata dengan faktor-faktor sosial yang melingkupinya'

Pada tataran praktis dilihat bagaimana persepsi dan evaluasi lembaga yang

berwenang melakukan Satpol PP terhadap perangkar hukum Satpol PP' 0leh

karenanya peraturan perundang-undangan Satpol PP dipandang secara empiris

sebagai gejala kemasyarakatan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan sosial

("sociat needs"),baik sebagai bahan hukum maupun piranti sosial dalam kerangka

proses sosial ("social process"))'o Pengkaiian demikian ielasll diagendakan untuk

melihat secara tepat tentang fokta (hukum), niloi (hukum) dan peristiwa (hukum) di

eMengikuti pandangan RonnY Ha nitijo Soemitro, maka Pe ngkajian hukum

normatif di sini juga mencakuP tentang pengkaji an terhadaP hukum yang meliPuti

pengkajian inventarisasi hukum Positif, pengkaji an terhadaP asa s-asas hukum,

pengkajian untuk menemukan hukum in concreto, pengkajian terhad ap sistematik

hukum, pengkajian terhadaP taraf sinkronisasi vertika I dan horizontal. Ronny Hanitijo

Soemitro, Metodologi Pengk ajian Hukum dan Jurim etn, Ghalia lndonesia, Jakarta'

8

?
1990, h. 12-33.

'olbid., h. 34. Sebagai bahan kajian yang melnenuhi kebutuhan pembahasan ini

adalah Stephen K. Sanderson , Uiiri SoJiotogi: Sebuah Pendekatan Terhadap

Rea/itas sosia/, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000'
,,C.A. van Peurs en, Fakta, Nitai, Peristiwa Tentang Hubungan Antara llmu

Pengetahuan dan Etika, Gramedia, Jakarta, 1990'



I

bidang satpolPP. SOP Satpol PP merupakan konkretisasi ide yang harus dituangkan

dalam Pirantihukum'

Di sanrping itu perlu ditekankan pula bahwa pendekatan masalah

sesungguhnya ditentukan dan dibatasi pula oleh tradisi keilmuan yang

dikembangkan. Pengkajian ini perlu ditegaskan merupakan pengkaiian hukum

normatif dengan pendekatan: "statute appraach" (pendekatan peraturan

perundang-undangan dalam segala aspek positivismenya),12 "conceptual

approach" [pendekatan konseptual sebagai inti dari penelaahan teoritis) dan

,,camparative approach" (pendekatan perbandingan alias pendekatan yang

membandingkan dua konsepsi atau lebih dengan maksud untuk mengetahui

kesamaan dan perbedaannYa).13

'2J.J. Bruggink, Rechtsreflecties: GrondbegriPPen uit de Rechtstheorie, Kluwer-

Deventer, 1993, h. 142. Fred N. Ke rlinge r, Asas-as as Penelitian Behavioral, Gad.iah

Mada University Press, Yogyakarta, 1996, h. 16. D.H.M. Meuwissen,

"Rechtswetenschap" dalam P' van Dijk et al'' Van Apetdoorn's lnleidin g tot de Sfudie

van het Nederlandse Recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985' h 449. D.H.M.

Meuwissen, "llmu Hukum" Pro Justitia, Ta hun Xll No. 4 Oktober 1994, h. 28. Sri

Soemantri Martosoewignio, Pengantar Perb andingan Antar Hukum Tata Negara, CV

Rajawali, Jakarta, 1981, h. 3-4. lni meruPaka n suatu kelaziman keilmuan Yang Pada

dasarnya telah me njadi suatu tradisi akademik termasuk juga dalam dunia kePolisian'

pilar yang harus tetap tunduk pada ketentuan standar sains

sarnya memang menyan gkut suatu dimensi keilmuan Yang

memang menYangku suatu disiplin ilmu yang multidimenst

llmu kepolisian juga menjadi
global. Masalah ini Pada da
luas sebab ilmu kepolisian
dan multidisiplin ilmu.

l33uparto WijoYo,
Lingkungan Secara Terpadu

Refteksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan

di lntdonesia (Studi Kasus Pencemaran l-)dara)' Airlangga

,:l
:lj

.-*"a.€
,liF#

University Press, Surabaya, 2006, h. 78

9

Jelaslah bahwa melalui dua metode pendekatan dalam pengkajian hukum'

yaitu yuridis-normatif dan yuridis-empfris pengkajian ini berupaya melakukan

analisis yang kritis mengenai materi perangkat kebiiakan yang berupa strategi dan

pelaksanaannya di "dunia nyata" tentang Satpol PP. Untuk itulah Satpol PP dengan

segala penkinerjaannya dikaji untuk menetapkan langkah strategis sesuai dengan

kondisi nyata yang acla ("excisting conditions') dalam rangka mewujudkan kineria

Satpol PP.



Pengkajian ini memanfaatkan dimensi kaiian disiplin ilmu hukum maupun

non-hukum khususnya ilmu pemerintahan dan demokrasi guna memperdalam

eksplanasi terhadap "empiricol evidonce dan legal realities" yang ditelaah't4

Langkah-tangkah analisis terhadap bahan pengkaiian maupun informasi dilakukan

tanpa mengabaik an "socio-legal approoch" menurut pengkaiian hukum empiris

("socio-legol research" atau "socio'legol study")'

6. Tata Urutan (Sistematika)

penulisan Kajian ini disusun dalam enam bab yang terbagi dalam berbagai

pokok bahasan. Keenam Bab tersebut adalah meliputi substansi sebagai berikut:

Kinerio SatPol PP

Bab I sebagai Bab pendahuluan merupakan bab awal yang memberikan

informasi, data, dan fakta yang memberikan landasan untuk menetapkan strategi

'osoerjono Soekamto, Pengan tar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986

RonnY H. Soemitro, Metodologi Pen elitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia-lndonesia,

Jakarta, 1990. PhiliPus M. Hadjon, "Pengkajian llmu Hukum Dogm atik (Normatif)",

Yuridika, No. 6 Tahun lX November-Desember 1 994. Soerjono Soekamto dan Sri

Manrudji, Penelitian Hukum Norrnatif: Suafu Tinia uan Singkat, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 1995. Takd ir Rahmadi, oP.cif., h 60 Earl R. Babbie, Ihe Practice of

Socia/ Research, Wasdsworth Publishing Company, lnc., Belmont, Californi a, 1979

Delbrert C. Miller, Handbook of Research Design and Socla/ Measurement, David

McKay Company, New York, 1 977. James A. Black dan Dean J. ChamPion, Metode

dan Masa lah Penelitian Sosial PT Eresco, Bandung, 1992

andar Maju, Bandung, 1996

*

MetodologiRiset Sosial CV. M

l0

Kartini Kartono, Pengantar
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melalui SoP memantapkan profesionalisme Satpol PP guna mewujudkan kinerja

Satpol PP. Bab pendahuluan ini diawali dengan sub bagian Latar Belakang' Ruang

Lingkup Pengkaiian, Permasalahan dan Persoalan, serta Maksud dan Tujuan' Pada

bab ini diuraikan pula mengenai Metode dan Pendekatan' Tata Urutan yang

mendeskripsikan mengenai sistematika penulisan Kajian ini' Pengertian-pengertian

yang sangat penting yang diguna'kan dalam iudul Kaiian iuga diielaskan secara

komprehensif dan tematik dalam penulisan Kajian ini secara konseptual'

Dalam Bab Ildiuraikan tentang konsepsi mengenai profesionalisme Satpol

PPdankinerjaSatpolPP.DidalambabinidiuraikanSecarakonseptua}mengenai

konsep profesionalisme dan konsepsi kineria Satpol melalui berbagai strategi yang

akan diterapkan. Dengan konsepsi yang dikembangkan akan terdapat deskripsi

keilmuan untuk mengembangkan kinerja Satpol PP yang sesuai dengan dasar-dasar

saintifik di bidang SatPol PP'

Dalam Bab llldideskripsikan secara faktual mengenai kondisi nyata tentang

profesionalisme Satpol PP. Kondisi nyata yang sekarang berkembang di masyarakat

akan berkembang melalui pengkaf ian Kajian ini'

PadaBablVdiuraikantentangFaktor.faktoryangMempengaruhi
profesionalisme Satpol PP. Faktor tersebut akan dikaji secara mendalam dengan

kualifikasi dimensi regulasi dan implementasi yang mencakup telaah dari:

Faktor Internal

Faktor Eksternal

pada Babv dijabarkan mengenai S0P memantapkan profesionalisme Satpol

pp Daerah guna meningkatkan kinerja Satpol PP' Pada Bab V inilah diuraikan dua

hal penting yang menjadi sub bab pengkajian sebagai suatu telaah pengembangan'

yaitu

ll
,'. ]1
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,,,;,,@

!

I



Bab vl sebagai bab terakhir dalam rangka penulisan Kaiian ini di

ketengahkan mengen ai kesimpulan dan rekomendasf' Kesimpulan yang diberikan

merupakan bentuk sumbangsih pemikiran yang tetah mengalami kristalisasi ide

dasar ilmu Satpol PP. Kesimpulan ini menjadi rujukan awal untuk pengembangan

strategi memantapkan profesionalisme Satpol PP guna meningkatkan kineria Satpol

PP. Sebagai pembulat kesimpulan dalam Bab ini diberikan pula rekomendasi

sebagai perwujuda n octionplan untuk ditindaklanjuti baik secara internal maupun

eksternal dalam koridor kinerja Satpol pP. Rekomendasi ini dapat meniadi pedoman

untuk mewujudkan kinerja Satpol PP yang positif sebagai aparatur hukum dan alat

kelengkapan pemerintahan Kota Surabaya'

7. Waktu Pelaksanaan dan Rencana Keria

No ACTIVITIES Oktober Nov

I II III IV I II III IV

1 Meeting Team Kecil
Ir4ethodology, 0utPut,
Wor lan

2 Riset Point 1 (Kaiian
Awal

3 Finalisasi Point 1
4 Riset Point 2 (Kaiian

5 Konsinyasi
untuk
Point 2

Peneliti
Finalisasi

6 FGD Kecil Hasil
Ka ian 1&2

7 Riset Point 3

B Konsinyasi Peneliti
untul< Finalisasi
Point 3

9 FGD ke Z

12

li'

:

SOP)



(Keseluruhan Hasil

ResearchFinalisasi
Paper

10

B. Pelaksana

Pelaksanaa n Penyusunan Kaiian Penyelenggaroan Ketertibon Umum' Ketentraman

Mosyorakat Don Penegakon Peraturon Doerah. ini dilakukan oleh Tim Riset dan Tim

PendamPing:

Tim Research:

Dr. Suparto WijoYo (UNAIR)

Tim PendamPing BaPeko
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BAB II

KONSEPSI PROFESIONALISME SATPOL PP

DAN

KINERJA SATPOL PP

L Konsepsi Profesionalisme Satpol PP

Profesionalistas secara konseptual bermuara pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia (Satpol PP) guna mempercepat proses pencapaian kinerja

Satpot PP yang kapabel dalam lebel: profesional. Menurut pandangan Novin dan

Tucker, persyaratan ideal suatu tatanan profesionalisme adalah: 12

CHARACTERISTICSKILL

Thinking Skill
Problem Solving Skill
Listening Skill
Writing Skill
Computer skill

Quantitative Skill
Speaking Skill
Research Skill
Interpersonal Skill

Common Sense

Ethics
Motivation
Professional Attituted
Confidence
Professional APPearance

Pleasant PersonalitY

Assertiveness
Leadership

lSuatu ulasan yang amat menarik masalah yang berkaitan denga.n "human

natLtre"dapat dirujuk tuiisan Robert L. Heilbron er, The Himan Prospect' Dialoque' Vol'

1 1 No. 2, 1978 h. 12-20..

KNOWLEDGE

l4



Dari paparan gambar tersebut dapat dikatakan bahwa profesionalitas Satpol

PP akan bersentuhan dengan tiga komponen utama pilar "human capital"

profesionalisme, yakni: skill, characteristic dan knowledge' Dengan demikian

benarlah bahwa Satpol PP yang memiliki kemampuan, karakter dan pengetahuan

merupakan Satpol PP yang profesional.l Hal ini berarti bahwa profesionalitas pada

dasarnya berhubungan dengan daya kemampuan manusia yang mengemban tugas

("tour of duty").Tegasnya bahwa Satpol PP yang profesional secara personal sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (SDM)'4

Mengapa harus SDM termasuk dalam kaitannya dengan profesionalisme

Satpol PP? Hal ini tidak terlepas bahwa masalah yang berhubungan dengan

profesionalisme Pada hakikatnYa

Profesionalisme Satpol PP juga men

Satpol PP. SDM sendiri secara his

dengan perkembanga n masyarakat'

memang berkaitan dengan kualitas SDM'

yangkut kualitas manusia (SDM) yang menjadi

toris mengalami perkembangan sebagaimana

Dalam optik sosio-hisforis dil<etahui bahwa masyarakat mengalami

perkembangan evolusioner. Periodesasi "social Chonge" tidak "terpotret" sewarna

dan seragam. Aguste Comte membagi laju progresifitas masyarakat bermula dari:

reologis (khayalan), metafisik (abstrak), dan positif (ilmiah)'s Emile Durkheim

mengambil "koridor sentral" solidaritas sosial: solidaritas mekanis (masyarakat

segmental - "primitif' - karena kesamaan) dan solido ritas organis (masyarakat

3Henry cambell Black, Black's Law Dictiona4y, st. Paul, Minn, west Publishing

Co., 1991, h.841.
oKompas, Jumlah Penduduk Miskin Makin Berlambah Meroket' Kamis' 9 Juli

1 998. ulihat dan Margaret M. Poloma, op.cit., h'169. Di tingkat teologis' fikiran

berfungsi ,,mengira ,"ri, fenomena dicipiakan oleh zat a.dikodrat'r' Tingkat metafisik(a)

adalah modifikasi tingkat pertama Vrng ni"ngasumsifan.fikiran bukan c'Lptaan adikodrati

tetapi ciptaan "kekua-tan abstrak", suatu kekiatan yang benar-benar ada' yang melekat

pada diri manusia. Di tingkat positif, fikiran ,rnrli" tiOaf tagi mencari hukum-hukum

yang menentukan tenome"na. Lengkapnya lihat Robert H. Lauer, op'cit''h]1-78'

l5
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modern - pembagian kerja).6 Model "historical materiolism" Karl Marx: komunal,

slavery (perbudakan), feodal, kapital, dan sosialis'7 Pola "stages of growth" W'W'

Rostow: the traditionol society, the preconditions for toke-off, the drive tu maturity

dan the age of high moss consumption.s Klasifikasi yang juga populer adalah: agraris'

industri, dan superindustrie - Gelombang: Pertama (8000 BC-1700)' Kedua (1700-

1g70),dan Ketiga (1970-2000)ro ,.,u. praindustri, industri, dan pascaindustri.ll |.

Naisbitt dan Patricia Aburdene telah pula memprediksi kecenderungan masa

depan yang amat sangat PoPuler:12

lndustriol Society --- ) lnformotion SocieQ

Forced Technology -'- ) High Technology

National Economy -") World Economy

Short term '---) Long Term

Centralizotion'-' - ) Decentralization

uLihat Taufik Abdullah dan A.C. Van der Leeden (Penyunti

pengantar sosio/ogi Moralitas, Yayasan obor lndonesia, Jakarta' 19
ng), Durkheim dan

86, h.1-15 dan 81-

149' ,Lihat lrawan dan M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan BPFE' BPFE'

Yogyakarta, 1983, h. 30-74.
uT. Mulya Lubis, Hak-hak Asasi Manusia dan Pembagunan' YLBHI' Jakarta'

1987' h 14'in 
Toffler, Futureshock, A Bantam Book, Random House' lnc'' '1974'h' 37-

38.
,oGelombang Pertama adalah gelombag pembaruan, manusia menemukan dan

merupakan teknologi pertanian. C"forUanJ f.fr" adalah revolusi industri' Gelombang

ketiga terjadi dengan kemajuan tu1*fofi Oatam bidang (1) komunikas-i dan- d#
processing; tzl perieiu"nlan'Oan ap.tikasi-angkasa tuar; (3) enersi alternatif dan enerst

yang dapat diperUaruiOr" tal g"n"ii. dan bi6teknologi pada umumnya dengan makro-

etektronik beserta computer sebagai i"k.;i;gi iniinia" Baca S' takdir Alisjahbana'

op'cit'' 
Uj),.,2i-Jiselt, op.cir., h. 41 , 487-A[B.Sumber utama masyarakat praindustri ialah

tanah; masyarakat 
'industii 

adalah mesin, sedang masyatakat pascaindustri iaah

pengetahuan. Satah satu perubahan yang paling besai dalam masyarakat ialah

pergeseran tet<anan dari realitas atarn (niasyara[at praindustri) ke realitas tehnik

(masyarakat industri), dan ke realitas dunia iocial (masyarakat pascaindustri)' lkuti

,trtuh Margaret M. Poloma , op'cit', h' 387-389'
,,John Nasbitt and Patricia Aburden e, Megatrends, A Warner Communicaton

Co., 1g81. Hal ini yang sama dimuat pula daam MJgatrends 2000 Sepuluh Arah Baru

Untuk Tahun 1990-an, (alih bahasa r.i audijanto),6in"i'p" Aksara' Jakarta' 1990' h'

2
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Institutional Help ---') Self Help

Representative Democracy -"" ) Participatory Democracy

Hierarchies ----- ) Networking

North ----) South

Either/or---- ) l[ultiple )ptions

Kecenderungan-kecenderungan tersebut merupakan perubahan yang terus

berlanjutl3 dan perlu diamati dari dekat:1+

change is the process by which the future invodes our live' and it is importand

to look at it closely, not merely from the grand perspectives of history' but also

from the vantage point of the living, breathing individuals who experience it'

Sebagai kekuatan elemental, percepatan perubahan inhabitonts of the earth

tidak serentak sama karena perbedaan bangsa, negara, agama' ideologi maupun

posisinya dalam waktu yang tentu saja juga berkaitan dengan Satpol PP'1s Tingkat

konstruksi 
,,sociol civilization" negara maju sudah sampai pada taraf "post-industrial

society" atau "superindustrial society", sementara negara (sedang) berkernbang

masih berkutat di petak "agriculture" dan berikhtiar meraih status "industriol

society" melalui "mozaik" pembangunan yang bermuatan industrialisasi'16 Dunia

Ketiga percaya, akselerasi industrialisasi dapat mewujudkan perubahan graduol

dari u n d erdev elop ed meni ad i d ev el o ped beratribu t "a romatik " N ew ly l n d u str i alizing

Countries yang kerap diiuluki lote industriolizers, yakni: "Countries which

industrialize without the competitive asset of being able to monopolize an original

technology".17 Diketahui juga bahwa:18

"lbid.ttAlvin Toffler, op.cit., h. 1,

l:Llffi'1i;"'"1'n]Xntjov, op c1, h v, i77-1s3; Danier Ben, /oc cir; Arvin

Toffler',,/oe3'l'rror"i"d 
Kuncoro, Artidiaudin Adji dan Ridwan Pradiptyo, op'cit'' h

. .."t'ia

7, 8 dan 43.' 
"Jimoh Omo-Fadaka, loc'cit'

11
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Economic and sociol conditions are too unstable in the Third World countries

to superimpose o highly developed industrial system' Although the developing

countries wont to industrialize, they tock the technicol know-how' Thus' an all'

out attempt at industrializotion at all cost should be ruled out at this stage'

Pada tingkatan itulah, ternyata 
" 

industrialization should proceed according to

the temperomen; ottitude ond cultural backgrounds of the people' ond ot th.eir own

poce".1e Bertumpu pada pemikiran Gustav Radbru chi the law is reality related to

value, a culturol phenomenon", sehingga hukum merupakan unsur kebudayaan'2o

maupun pandangan Friedman: "legal culture to attitudes' values' and opinions held

in society, with regard to law, the legal system' ond its vorious ports"'zl hukum mutlak

diidentifikasi sebagai bagian attitude and culturol bockgrounds dalam proses

industrialisasi. rndustriarisasi yang diialankan tanpa hukum akan berwatak

anarkhis.22 Maka mekanisme pengembangan profesionalisme Satpol PP ielas

tidak boleh menafikan SDM dengan hukum sebagai pengaturnya'

Disampingitu,denganmemahami"theterm'culture'fortheoggregatelevel

and 'attitude' for the in(iividuol level" yangbermuara pada "patterns of behavior and

social relationships within a group" 23 keutuhan sumber daya manusia'2a pembinaan

SDMsatpolPPsenantiasa"requiredanewkindofmon"sesuaikriteriumnya'Alhasil'

SDM meniadi faktor utama, karena manusialah "aktor" Satpol PP termasuk juga

Satpol PP Kota Surabaya.

]l'jil;i lrl? ffr?; k, rhe Legat Phitosophies or Lask' Radbruch' and Dabin' Havad

University Press, 1950, h. i0;'r"l#;'i;;#;3;;f" 
'iukum 

Datam Lintasan Seiarah'

Kanisius, Yogyakarta' 1988, h. 162'

''Lihat setsuo ruiy".a*Jjiuti ng Kawashima-serinrrs/v; A Review ol Japanese

Research on Japanese tugii'6'oi"'io'i'ness and Deputing behavior' Law & society

Review, Vol. 21 Nr.2 (1987), h. 221

"Hal ini sedasar d"ng"'n''pu'ny"taan Donald Black The Behavior ol Law'

Academic Press,New Yorf, tg76 h 123: "Anarchis is social life without law"'

23Lihat Francois nairr"o'n]'ir;;;"t;'i;;;;r-2000-T^antangan Teknotogi & lndustrr'

fteriemtran Nasir Tamara), Haji iilasagung' Jakarta' 1990' h 59'
2oLihat Setsuo Miyazawa' loc cit

l8
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Harus disadari bahwa profesionalisme Satpol PP tidak dapat dilakukan trial

and error atau setengah hati. Dibutuhkanlah kualitas SDM Satpol PP ("degree or

grade of excellence, goodness or worth, and charocterictics of a person"lzs yan1 sesuai

standar masyarakat informasi dewasa ini. Untuk itulah, suatu pengkajian atas isu

dasar "profesionalisme"satpol PP terutama Satpol PP tampaknya memiliki sandaran

dan validitas teoritik maupun praktis'

Pada lingkup tersebutlah jelas bahwa profesionalisme harus menjadi esensi

dari semangat iaung Satpol PP yang musti tercermin dalam visi dan misi Satpol PP'

Dalam kepustakaan ditemukan bahwa visi adalah mimpi yang direncanakan' Visi

merupakan panduan bagi muatan-muatan tujuan yang selanfutnya diterjemahkan

ke dalam serangkaian program kegiatan guna mencapai tuiuan' untuk akhirnya

mewujudkan Visi yang ditetapkan. Seclangkan misi adalah muatan tujuan yang

menjuadi jembatan antara mimpi yang direncanakan dengan program aktivitas

untuk mencaPainYa.26

Berdasarkan makna tersebut, maka ditetapkan Kedudukan satpol PP adolah

Membantu Kepola Daerah dalam menegakkan Perda dort menyelenggarokan

ketertiban umum dan ketenteroman masyarakat di setiap kobupaten/kota' Satpol PP

merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan Perda' ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan denrikian Satpol PP berkedudukan di

bawah dan beratnggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah'27

TugasSatpolPPadalahmenegakkanPerdadanmenyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteroman masyorakat serto perlindungan masyarakaL

Dengan demikian tugas-tugas Satpol PP adalah:

'uLihatSofianEffendietal',MembangunMartabatManusia'
itmu Sosiat dalam i:iinrngunan, Gadjah MadL University Press, Yo

' PeneraPan llmu-
gyakarta, 1993, h'

182; Alan B'$!1'""J'#"t*i,X;ltS"merintah 
No. 6 rahun 2010 tentang satuan Polisi

Praja
lbid.

Pamong
27

l9



Penegakan Perda

Penyelenggaraan ketertiban umum

Penyelenggaraa n ketenteraman masyarakat

Perl indungan masyarakat.2s

Tugas-tugas tersebut merupakan manivestasi dari kinerja yang harus

dilakukan Satpol PP yang hanya dapat dilakukan oleh SDM yang profesional' SDM

Satpol PP yang profesional adalah SDM yang ideal dalam menata masyarakat secara

luas. Statem en "mon is man only because he lives in society. lt is within society that the

reality of human existence is to be found",ze menyiratkan struggle survaivitas SDM

Satpol PP dalam masyarakatnya. Setiap wahana sosial mempersyaratkan idealito

yang "self-evident iustifrcation".3o Masyarakat informatif sekarang ini

mengedepankan competitive advantage3r dan menomorsatukan kualitas SDM'32

Sepuluh tahun yang lalu Worlcl Competitiveness Report telah mensurvei peringkat

daya saing 46 negara, antara lain:

2sPasal 4 PP No.6 Tahun 2010.

'nat* Hrrrt, The Sociological Movement in Law, The Macmillan Press, London'

1978, h.61.iosrrt, ulasan yang amat menarik masalah yang berkaitan dengan "human

natt)re"dapat dirujuk tulisariRof ert L. Heilbroner , f h; Hu-man Prospect' Dialoque' Vol'

1 1 No. 2, 1978 h. 12'20.tiA* yrng dirrt sud SDM di sini adalah sebagaimana yang dikatakan Garth L'

Mangun: SDM ialah "semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya

untuk memberikan sumbangan yang produktif ke-pada masyarakat"' . 
Lihat Suroto'

Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempaian Keria, badjah Mada University

Press, Yogyakarta, 1992, h. 14.
t'Baca Sri Bintang Pamungkas, Pokok-pokok Pkiran Tentang Demokrasi

Ekonomi & pembangunan, Vryasrn Dlulat Rakyat, 1996, h. 199-213.

20
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Data tersebut menuniukkan peringkat competitiveness SDM lndonesia yang

sangat rendah [rengking ke-45 dari 46 negara). Ditambahkan' dari indikator

pendidikon ('melek huruf')'33 GNP perka pita' harapan hidup dan urbantsosi' mutu

SDM Indonesia menempati urutan ke-l0,3a di bawah Malaysia' Thailand' Filipina

dan Cina.3s Hal ini tentu saja juga dapat mewakili kualitas SDM36 iaiaran Satpol PP

termasuk Satpol PP.

Dalampembangunandewasaini,sebagaibahanperbandinganperlu

dikemukakan bahwa keberadaan SDM terutama bertalian dengan aspek

ketenogakerjoan:angkatan keria, kesempatan kerja, tenaga kerja' dan pekeria yang

problematikanya di lndonesia meliputi:37

33Tingkat melek huruf Pe nduduk lndonesia menurut Asia Week (24 Mei 1996)

sekitar 64,4o/o, sementara: Filipina 94%, MalaYsia 89,3% dan Thailand 93,8%. Bahkan

masih berada di bawa Vietnam (91,9%), Laos (83,9%) danMyanmar (82%). Baca

Ahma d Sobirin, Keterkaitan Pendidikan dan Ketenagakeriaan , dal am ibid., h. 71 dan

80.
3oLihat Suroto, op.cit.,h' 176-178, Enugene V. Schneider, toc.cit, Juga Survei

Aduh,Nasib Tenaga Keria dalam yuirtin Plla-r, No.04, Th' 1,25 February-'l0 Maret

1998, h.51-58.

::LlH '!li;;i;]3r.cir., h. 176-tr1; Enusene V. schneid er, toc'cit' Jusa survei

Aduh, Nasrb Tenaga Keria datam tvtaptin eitJ, No' 04,'ih' l, 26 February-10 Maret

1998, h. 51-58.i'8"., Edy Sunandi Hamid' op'cit" h' 56'
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Pengangguran:
i. Penganggur < 1. jam absolut (juta orang)

Persen
2. Penganggur < 1.5 jam absolut

Persen
3. Penganggur < 35 jam absolut

Persen

KesemPatan Kerja [juta orang)

Rekaman distribusi kesempatan kerja3} antar sektor ialah (juta orang):

Pertanian 37,0; perdagangan 16,1;iasa 11,7; industri 10,7; angkutan 3,9; konstruksi

3,8; keuan gan 0,7; dan pertambangan 0,6. Sampai Maret 1,998, dari 204,4 juta

penduduk, terpeta (juta orang): tenaga kerja 161,3; angkatan kerja 95,5; bekeria

[pekerja) 84,3.3e Pada bulan iuli 1998, pengangguran suciah lebih 13,4 juta orang'

Malahan, dewasa ini diperkirakan lebih dari 16-40 juta penduduk resmi berstatus

pengangguran dan 100 juta miskin.

Kenyataan tersebut merupakan fakta yang harus dihadai oleh Satpol PP yang

dituntut bekerja secara profesional dengan kondisi sosial yang masih iauh dari

harapan. Pada tataran ideal justru fenomena termaksud sebagai sesuatu yang harus

memotivasi diri Satpol PP untuk bertindak secara profesional demi terwujudnya

kinerja Satpol PP secara umum sebagai pengayom, pelindung dan apataur penegak

hukum di sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia'

Z. Konsepsi'Yuridis Kineria Satpol PP

3sMasalah ketenagakerjaan ini ha

SDM. Lihat Hermin Hadiati Koeswadji,
Universitas Muslim lndonesia, Ujung Pand

Eugene V. Schneider, Sosio/ogi lndustri,

429-483. Maksud ketenagakerjaan di sini

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2

Tahun 1997 No. 73 - TLNR] No. 3702
berhubungan dengan tenaga kerja pada

nya merupakan salah satu aspek saja dari

Hukum dan Kependudukan, Makalah PPs'

ang, 1996, h. 17-18. Bandingkan pula.dengan

AXlata Persada lndonesia, Jakarta, 1993' h'

adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh

5 Tahun 1997 tentang ketJnagakerjaan (LNRt

;: "Ketenagakerjaan LOatan segala hal yang

waktu sebelum, selama, dan sesudah masa

kerja"
'ePilar, op.cit., h. 52-53.
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Kualitas profesional SDM Satpol PP secara intrinsik akan menentukan secara

induktif kepada iajaran Satpol PP yang tunduk secara legal kepada Peraturon

pemerintah No.6 Tohun 20L0 tentang Satuon Polfsi Pamong Proio (PP Satpol PP)'

Dalam Penjelasan Umum PP Satpol PP ini ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai

tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang

tenteram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat

berjalan dengan lancxar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

aman. oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP dituntut untuk

menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah'

Hal demikian tentu saja dibutuhkan S0P Satpol PP'

Perkembangankemajuanmasyarakatyangcukuppesat,seiringdengan

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manuSia' globalisasi'

demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas' telah melahirkan

berbagai paradigma baru daldm melihat tujuan, fungsi, wewenang dan tanggung

jawab Satpol PP yang selaniutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan

dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP yang makin

meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

SejakditetapkanrryaPerubahanKeduaUndang-undangDasarNegara

Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan keamanan Negara'

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Rl No' vll/MPR/2000'

maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan

tugas, fungsi, dan peran Yang bersentuhan Satpol PP serta pemisahan kelembagaan

Tentara Nasional lndonesia dan kepolisian sesuai dengan peran dan fungsi masing-

masing,

PP Sarpol PP ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga

diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan

tugas Satpol PP sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan

kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil'
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makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Tahun 1945.

Sesuai dengan undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No'

VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tuiuan Satpol

pp dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yailu menegakkon

Perda dan menyelenggarokan ketertibon umum dan ketenteraman masyarokot Serto

perlindungan masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi Satpol PP' Satpol

PPsecarafungsionalperludibantuolehpartisipasimasyarakat.

Untuk itulah keberadaap PP Satpol PP dimaksudkan untuk secara yuridis

positivistik meningkatkan kinerjanya secara fungsional' Satpol PP sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 PP Satpol PP, yaitu: menegakkan Perda dan menyelenggarokan

ketertiban umum dan ketenteramon masyarakat serta perlindungon masyarakat' Hal

ini semakin meneguhkan bahwa memang Satpol PP termasuk di dalamnya Satpol PP

secara yuridis dikineriakan sebaga i menegakkan Perda dan menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteroman masyarakat serta perlindungan masyorokat t'

Kinerja dasar demikian secara filosofis merupakan puncak dari pelaksanaan tugas

amat sangat kosmopolitan dalam skala kemanusiaan dan kemanusiaan pada tata

kehidupan bernegara. satpol pp telah diterima sebagai pilar penjaga masyarakat

secara luas dan ini menjadikan tugas penuh kemuliaan yang harus diemban oleh

Satpol PP.

Dalam Pasal 4 PP Satpol PP juga ditandaskan bahwa Satpol PP bertujuan

untuk menyelenggorakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarokat tentu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia'

Ketentuan demikian semakin memperkuat kinerjan Satpol PP dalam Pasal 5 PP

Satpol PP bahwa Satpol PP mempunyai fungsi:

-.,i,-
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ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat;

ketenteraman masYarakat;

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah

dan/atau aParatur lainnYa;

mematuhi dan rnenaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

pasal 5 pp Satpol pp semakin konkret dalam menjabarkan kinerja fungsional

yang ditugaskan kepada Satpol PP. Satpol PP merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukunr' serta memberikan

perlindungan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

tata sosial. Pelaksanaan kedudukan dan fungsi mulia demikian tidak akan berialan

apabila tidak dilaklukan oleh SDM profesional yang mampu menjuniung tinggi

kinerja SatPol PP

Satpol PP sebagai bagian integral perangkat pemerintah daerah harus

merasa tertantang untul< menjaga secara profesional dengan dedikasi yang tinggi

dalam melestarikan kinerja Satpol pp. Ini merupakan konsepsi yuridis yang telah

diatur dalam formulasi PP Satpol PP yang tentu saja perlu dilihat secara nyata

bagaimana Satp<;l PP menata organisasinya secara sinergis dalam mengatasi

permasalahan transportasi perkota an ("public transportation")' l(edudukan dan

fungsi Satpol PP jelas signifikan dalam manajemen transportasi publik perkotaan

yang harus didukung oleh jajaran Satpol PP yang profesional di arena penataan

manajemen transportasi yang berkelanjutan'

f.
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